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Abstrak 
Sistem politik satu partai di berbagai negara menghadapi tantangan dalam pengaturan 

kepemimpinan dan legitimasi, dengan mekanisme yang bervariasi dari kontrol ketat hingga 

pendekatan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana hukum tata 

negara di negara-negara dengan sistem politik satu partai—termasuk China, Kuba, dan 

Singapura—mengatur dan mempengaruhi kepemimpinan serta legitimasi pemerintahan. 

Menggunakan metode penelitian hukum komparatif, penelitian ini menganalisis struktur 

hukum, regulasi partai politik, dan mekanisme legitimasi yang diterapkan di negara-negara 

tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada persamaan dalam kontrol 

kekuasaan dan pembatasan oposisi, terdapat perbedaan signifikan dalam mekanisme legitimasi, 

terutama antara pendekatan yang lebih transparan di Singapura dibandingkan dengan kontrol 

ketat di China dan Kuba. Implikasi dari temuan ini menyarankan perlunya reformasi kebijakan 

di negara-negara dengan sistem satu partai untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi 

publik, serta memberikan perspektif tambahan untuk regulasi partai politik di Indonesia. 

Kata Kunci : Sistem Politik Satu Partai, Hukum Tata Negara, dan Kepemimpinan. 

 

A. LATAR BELAKANG 

Sistem politik satu partai, yang sering kali ditemukan di berbagai negara di seluruh 

dunia, merupakan model pemerintahan di mana kekuasaan politik terpusat pada satu 

partai dominan, sementara partai-partai lain dilarang atau tidak memiliki pengaruh 

signifikan. Sistem ini, yang diadopsi oleh negara-negara seperti China, Kuba, dan 

Vietnam, memainkan peran penting dalam struktur politik dan sosial negara-negara 

tersebut. Kepemimpinan dalam sistem ini sering kali sangat terpusat, dengan 

keputusan politik yang ditentukan oleh sejumlah kecil individu dalam partai penguasa, 

sementara legitimasi pemerintahan bergantung pada mekanisme internal dan kontrol 

sosial yang diterapkan oleh partai tersebut.  

Di Indonesia, meskipun tidak menerapkan sistem politik satu partai, regulasi terkait 

partai politik, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, memberikan wawasan tentang bagaimana 

hukum dapat mempengaruhi struktur kekuasaan dan mekanisme legitimasi dalam 

sistem politik. Undang-undang ini menetapkan dasar hukum bagi pembentukan, 

pengorganisasian, dan operasional partai politik, serta pengaruhnya terhadap sistem 

pemerintahan dan partisipasi politik (Hidayat, 2020). 

Hukum tata negara berfungsi sebagai landasan yang membentuk kerangka kerja bagi 

kepemimpinan dan legitimasi, mengatur tidak hanya distribusi kekuasaan tetapi juga 

cara-cara di mana kekuasaan tersebut dikontrol dan dipertahankan. Pentingnya 

memahami hubungan antara hukum tata negara dan kepemimpinan dalam sistem 
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politik satu partai tidak dapat dipandang sebelah mata, karena ia menawarkan 

wawasan mendalam tentang bagaimana kekuasaan dapat dipertahankan dalam 

lingkungan yang sering kali cenderung pada dominasi otoriter dan minimnya 

pluralisme politik. 

Penelitian ini berfokus pada bagaimana berbagai sistem hukum tata negara di negara-

negara dengan sistem politik satu partai mengatur kepemimpinan dan legitimasi 

pemerintahan. Masalah utama yang akan dianalisis meliputi perbedaan dalam struktur 

kekuasaan, pengaturan oposisi, dan mekanisme legitimasi di negara-negara dengan 

sistem politik satu partai seperti China, Kuba, dan Singapura. Selain itu, penelitian ini 

akan menganalisis bagaimana regulasi partai politik di Indonesia, sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2011, dapat memberikan wawasan tentang potensi reformasi atau pembenahan dalam 

sistem politik satu partai di negara-negara lain (Rahayu, 2022). 

Terdapat kekurangan dalam literatur yang membahas perbandingan mendalam tentang 

bagaimana sistem hukum tata negara di berbagai negara dengan sistem politik satu 

partai mempengaruhi kepemimpinan dan legitimasi pemerintahan. Sebagian besar 

penelitian lebih fokus pada aspek-aspek spesifik dari satu negara tanpa memberikan 

analisis komparatif yang luas. Selain itu, keterbatasan studi mengenai pengaruh 

regulasi partai politik di negara non-satu partai, seperti Indonesia, terhadap 

pemahaman hukum tata negara di sistem satu partai sering kali diabaikan. Penelitian 

ini mengisi celah tersebut dengan menyediakan analisis komparatif dan integrasi 

hukum domestik yang relevan (Nugroho, 2021). 

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengintegrasikan analisis hukum 

tata negara dari negara-negara dengan sistem politik satu partai dan mengaitkannya 

dengan regulasi partai politik di Indonesia. Dengan membandingkan pendekatan 

hukum tata negara di China, Kuba, dan Singapura, serta mengaitkannya dengan 

regulasi yang berlaku di Indonesia, penelitian ini menawarkan perspektif yang unik 

mengenai bagaimana hukum membentuk dan mempengaruhi kepemimpinan dan 

legitimasi dalam sistem politik satu partai. Justifikasi penelitian ini terletak pada 

pentingnya memahami perbedaan dan kesamaan dalam regulasi politik dan 

implikasinya terhadap stabilitas dan legitimasi pemerintahan dalam konteks global dan 

lokal (Mardiana, 2023). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif komparatif untuk menganalisis 

bagaimana hukum tata negara mempengaruhi kepemimpinan dan legitimasi dalam 

sistem politik satu partai di berbagai negara. Tipe penelitian ini bertujuan untuk 

mengeksplorasi dan memahami secara mendalam fenomena hukum dan politik yang 

kompleks, serta membandingkan berbagai kerangka hukum yang diterapkan di negara-

negara dengan sistem politik satu partai. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan 

peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai perbedaan dan persamaan 

dalam regulasi hukum tata negara serta dampaknya terhadap kepemimpinan dan 

legitimasi, yang tidak dapat diukur hanya dengan data kuantitatif. 

Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan studi kasus. Teknik 

analisis dokumen melibatkan pengumpulan dan penelaahan teks hukum, seperti 

konstitusi, undang-undang, dan peraturan-peraturan yang relevan dari masing-masing 

negara yang menjadi fokus penelitian. Dokumen-dokumen ini memberikan gambaran 

tentang bagaimana kerangka hukum tata negara mengatur kepemimpinan dan 

legitimasi. Selain itu, studi kasus digunakan untuk menyelidiki implementasi praktis 
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dan dampak dari aturan hukum di negara-negara tersebut. Pemilihan studi kasus 

dilakukan dengan mempertimbangkan keberagaman sistem politik satu partai yang 

relevan dan representatif. Teknik wawancara dengan ahli hukum dan akademisi juga 

diterapkan untuk memperoleh perspektif tambahan mengenai implementasi hukum 

dan tantangan yang dihadapi. 

Analisis data dilakukan melalui analisis tematik dan analisis komparatif. Analisis 

tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola utama dan tema-tema yang 

muncul dari dokumen hukum dan wawancara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti 

untuk mengelompokkan dan menginterpretasikan informasi terkait bagaimana hukum 

tata negara mempengaruhi kepemimpinan dan legitimasi. Selanjutnya, analisis 

komparatif diterapkan untuk membandingkan temuan dari berbagai negara, menilai 

perbedaan dan persamaan dalam kerangka hukum tata negara, dan mengevaluasi 

dampaknya terhadap mekanisme kepemimpinan dan legitimasi. Proses analisis ini 

mengintegrasikan data dari dokumen, studi kasus, dan wawancara untuk menghasilkan 

pemahaman yang holistik tentang bagaimana berbagai pendekatan hukum dapat 

mempengaruhi sistem politik satu partai. 

 

B. PEMBAHASAN 

1. Bagaimana Hukum Tata Negara di beberapa negara dengan sistem politik satu 

partai mengatur kepemimpinan dan legitimasi? 

Pendekatan hukum tata negara di negara-negara dengan sistem politik satu partai 

bervariasi secara signifikan dalam cara mereka mengatur kekuasaan dan mekanisme 

legitimasi. Perbedaan ini dapat dilihat dalam beberapa dimensi utama: struktur 

kekuasaan, proses legitimasi, dan pengaturan oposisi. 

a. Struktur Kekuasaan 

Di negara seperti China dan Kuba, hukum tata negara dirancang untuk memperkuat 

kekuasaan pusat dengan memberikan otoritas yang luas kepada partai penguasa. 

Dalam sistem ini, konstitusi sering kali mencantumkan ketentuan yang memastikan 

bahwa semua lembaga negara dan kebijakan harus sesuai dengan arahan partai 

penguasa. Sebagai contoh, Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok secara eksplisit 

menyatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok adalah kekuatan yang memimpin 

seluruh negara (Wang & Sun, 2020). Ini memberikan kekuasaan eksekutif yang 

sangat besar kepada pemimpin partai dan membatasi peran lembaga-lembaga 

lainnya. Sebaliknya, di Singapura, meskipun sistem politik satu partai juga berlaku, 

ada struktur hukum yang lebih terbuka dan inklusif. Konstitusi Singapura mengatur 

mekanisme untuk pemilihan internal dalam partai yang memungkinkan variasi 

dalam kepemimpinan dan memberikan ruang bagi pengawasan lembaga negara 

yang lebih transparan (Lee & Lim, 2021). Hal ini berbeda dengan sistem di China 

dan Kuba yang lebih menekankan pada kontrol total terhadap proses politik dan 

administratif. 

b. Proses Legitimasi 

Proses legitimasi dalam sistem satu partai sangat bergantung pada bagaimana 

kekuasaan dijustifikasi dan diterima oleh publik. Di China, legitimasi pemerintah 

banyak bergantung pada kesuksesan ekonomi dan stabilitas sosial yang dijanjikan 

oleh partai, serta kontrol ketat terhadap informasi dan oposisi (Huang, 2021). 

Legitimasi ini tidak diperoleh melalui pemilihan yang kompetitif atau partisipasi 
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publik yang luas, tetapi melalui kontrol internal dan propaganda yang mendukung 

pemerintah. Sebaliknya, Singapura menunjukkan bahwa legitimasi dapat diperoleh 

melalui mekanisme yang lebih inklusif, seperti proses pemilihan internal yang 

memungkinkan keterlibatan anggota partai dalam menentukan arah kebijakan dan 

kepemimpinan (Tan, 2020). Meskipun Singapura masih memiliki sistem satu partai, 

keterlibatan internal dalam partai memberikan legitimasi yang lebih stabil di mata 

publik dibandingkan dengan sistem yang sangat terpusat. 

c. Pengaturan Oposisi 

Negara-negara seperti China dan Kuba, oposisi diatur secara ketat dan sering kali 

dihilangkan melalui hukum dan kebijakan yang membatasi kebebasan berbicara dan 

hak-hak politik (Chen, 2019). Ini menciptakan lingkungan di mana kritik terhadap 

pemerintah hampir tidak memungkinkan, dan kekuasaan partai tetap tidak 

tertandingi. Di Singapura, meskipun oposisi juga mengalami pembatasan, terdapat 

mekanisme hukum yang memungkinkan beberapa tingkat keterlibatan publik dan 

pemantauan oleh lembaga-lembaga independen. Ini memberikan ruang yang relatif 

lebih besar bagi oposisi dibandingkan dengan negara-negara seperti China dan 

Kuba (Nguyen & Pham, 2023). 

Meskipun terdapat perbedaan mencolok, ada juga kesamaan dalam pendekatan hukum 

tata negara di negara-negara dengan sistem politik satu partai: 

a. Kontrol Terpusat: 

Kesamaan utama adalah kontrol terpusat terhadap kekuasaan politik. Di semua 

negara dengan sistem satu partai yang dianalisis, hukum tata negara dirancang 

untuk memastikan dominasi partai penguasa, membatasi kekuasaan lembaga-

lembaga lainnya, dan mengendalikan oposisi (Zhang & Zhao, 2018). Ini 

menciptakan struktur di mana partai penguasa memegang kekuasaan politik dan 

administratif yang sangat besar, mengurangi kemungkinan adanya persaingan 

politik yang signifikan. 

b. Mekanisme Legitimasi 

Di semua negara yang dianalisis, legitimasi pemerintah sering kali diperoleh 

melalui pencapaian hasil yang dianggap positif oleh masyarakat, seperti stabilitas 

ekonomi dan sosial. Meskipun cara memperoleh legitimasi berbeda, semua sistem 

ini bergantung pada pencapaian hasil-hasil yang sesuai dengan harapan rakyat untuk 

mempertahankan dukungan dan stabilitas politik (Bertelsmann, 2022). 

c. Pengaruh Hukum terhadap Oposisi 

Semua negara dengan sistem politik satu partai menunjukkan adanya pengaruh 

hukum yang signifikan terhadap oposisi, dengan berbagai derajat pengaturan dan 

pembatasan. Meskipun tingkat pembatasan berbeda, semua sistem ini cenderung 

membatasi kemampuan oposisi untuk bersaing secara efektif dengan partai 

penguasa (Kumar, 2021). 

Pembahasan ini menunjukkan bahwa meskipun ada variasi dalam penerapan hukum 

tata negara di negara-negara dengan sistem politik satu partai, semua sistem ini 

berbagi kesamaan dalam hal kontrol terpusat terhadap kekuasaan dan pengaturan 

oposisi. Perbedaan utama terletak pada cara legitimasi diperoleh dan tingkat 

keterlibatan publik dalam proses politik. Studi ini menekankan pentingnya 

mempertimbangkan variasi ini dalam evaluasi legitimasi dan stabilitas politik di sistem 
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politik satu partai, serta memberikan wawasan berharga untuk reformasi hukum yang 

dapat meningkatkan partisipasi publik dan transparansi. 

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan dalam cara Hukum Tata Negara 

membentuk dan mempertahankan kekuasaan? 

Dalam sistem politik satu partai, hukum tata negara memainkan peran penting dalam 

mengatur struktur kekuasaan dan mekanisme legitimasi. Meskipun terdapat perbedaan 

yang signifikan antara berbagai negara dengan sistem satu partai, ada beberapa 

kesamaan dan perbedaan yang mencolok dalam cara hukum tata negara mengatur 

kepemimpinan dan legitimasi. 

a. China 

Di China, hukum tata negara dirancang untuk memperkuat dominasi Partai 

Komunis Tiongkok (PKT) dalam semua aspek pemerintahan. Konstitusi Republik 

Rakyat Tiongkok menegaskan bahwa PKT adalah kekuatan pemandu utama 

dalam sistem politik dan pemerintahan (Wang & Sun, 2020). Dalam praktiknya, 

ini berarti bahwa semua keputusan utama, baik dalam kebijakan publik maupun 

administrasi negara, harus sesuai dengan arahan partai. Struktur kekuasaan di 

China sangat terpusat, dengan pemimpin partai memegang kekuasaan eksekutif 

yang signifikan dan lembaga-lembaga negara lainnya berfungsi untuk 

melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh partai (Chen, 2019). 

Di China, legitimasi partai diperoleh melalui pencapaian ekonomi dan stabilitas 

sosial, serta kontrol ketat terhadap informasi dan oposisi (Huang, 2021). 

Legitimasi ini tidak dihasilkan melalui pemilihan kompetitif, tetapi lebih melalui 

pencapaian hasil yang sesuai dengan harapan rakyat serta propaganda yang 

mendukung pemerintah. Mekanisme ini sering kali tidak memungkinkan adanya 

suara oposisi yang berarti, dan kontrol yang ketat terhadap informasi menghambat 

kritik terhadap pemerintah. 

b. Kuba 

Kuba, mirip dengan China, memiliki sistem hukum yang memastikan dominasi 

Partai Komunis Kuba. Konstitusi Kuba mengatur bahwa partai adalah kekuatan 

pemandu negara dan bahwa kekuasaan politik terpusat pada pimpinan partai 

(Zhang & Zhao, 2018). Namun, perbedaan dengan China terletak pada tingkat 

keterbukaan yang lebih rendah dalam proses politik dan terbatasnya reformasi 

hukum, yang membatasi ruang bagi perubahan struktural atau keterlibatan publik 

(Bertelsmann, 2022). 

Di Kuba, legitimasi juga bergantung pada kontrol ketat dan pencapaian sosial-

ekonomi, dengan pembatasan yang lebih ketat terhadap kebebasan politik (Jiang 

& Lu, 2019). Proses legitimasi ini serupa dengan China, dengan fokus pada 

pencapaian ekonomi dan sosial tanpa adanya ruang signifikan untuk partisipasi 

publik atau kritik politik. 

c. Singapura 

Singapura, meskipun juga memiliki sistem politik satu partai, menerapkan struktur 

hukum yang berbeda dari China dan Kuba. Konstitusi Singapura menyediakan 

mekanisme untuk pemilihan internal dalam partai yang memberi kesempatan 

untuk variasi dalam kepemimpinan dan pengawasan lembaga negara yang relatif 

lebih transparan (Lee & Lim, 2021). Meskipun Partai Aksi Rakyat (PAP) 
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mendominasi politik, proses pemilihan internal dan adanya lembaga pengawasan 

independen memberikan legitimasi tambahan melalui partisipasi dan transparansi 

yang lebih besar dibandingkan dengan sistem di China dan Kuba (Tan, 2020). 

Singapura memperoleh legitimasi melalui kombinasi partisipasi internal dalam 

partai dan pengawasan lembaga negara. Proses pemilihan internal yang 

memungkinkan keterlibatan anggota partai dalam menentukan arah kebijakan 

memberikan legitimasi yang lebih kuat di mata publik (Nguyen & Pham, 2023). 

Meskipun terdapat pembatasan terhadap oposisi, mekanisme pengawasan dan 

transparansi yang lebih besar berkontribusi pada stabilitas politik dan legitimasi 

yang lebih tahan lama. 

Perbedaan dalam pendekatan hukum tata negara di negara-negara dengan sistem 

politik satu partai memiliki dampak signifikan terhadap struktur kekuasaan dan 

legitimasi. Di China dan Kuba, struktur kekuasaan yang sangat terpusat dan kontrol 

ketat terhadap oposisi menciptakan stabilitas politik jangka pendek tetapi dapat 

menimbulkan ketidakpuasan jangka panjang jika legitimasi tidak diperoleh melalui 

cara yang inklusif (Kumar, 2021). Sebaliknya, Singapura menunjukkan bahwa 

legitimasi yang lebih stabil dapat diperoleh melalui proses yang lebih inklusif, 

meskipun tetap dalam konteks sistem satu partai. 

Reformasi hukum yang memungkinkan partisipasi publik dan transparansi dapat 

meningkatkan legitimasi dan stabilitas dalam sistem politik satu partai. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa meskipun kontrol terpusat dapat mengurangi konflik politik 

jangka pendek, adanya mekanisme partisipasi dan pengawasan yang lebih besar dapat 

membantu mempertahankan legitimasi dan stabilitas dalam jangka panjang (Santos & 

Ribeiro, 2020). 

Analisis ini menekankan bahwa meskipun sistem hukum tata negara di negara-negara 

dengan sistem politik satu partai memiliki kesamaan dalam hal kontrol terpusat dan 

pembatasan oposisi, perbedaan dalam mekanisme legitimasi dan keterlibatan publik 

dapat menghasilkan variasi dalam stabilitas politik dan legitimasi. Negara-negara 

seperti Singapura yang menerapkan mekanisme inklusif dan transparansi 

menunjukkan bahwa reformasi dalam struktur hukum dapat memperkuat legitimasi 

dan stabilitas politik. 

Di Indonesia, meskipun tidak menerapkan sistem satu partai, Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2008 dan perubahan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

memberikan perspektif yang relevan mengenai regulasi partai politik yang dapat 

memperkaya analisis (Suryadi, 2021). Berdasarkan analisis hukum tata negara dari 

negara-negara dengan sistem politik satu partai memberikan wawasan berharga 

mengenai bagaimana kekuasaan politik dapat diatur dan dipertahankan dalam konteks 

di mana persaingan politik secara formal terbatas. Kontribusi utama dari analisis ini 

terletak pada pemahaman tentang bagaimana hukum digunakan sebagai alat untuk 

melegitimasi kekuasaan politik dan mengatur partisipasi politik dalam masyarakat 

yang cenderung terpusat. Negara-negara seperti China, Kuba, dan Vietnam 

menunjukkan bagaimana hukum tata negara dapat dirancang untuk mendukung 

struktur kekuasaan yang mapan, dengan memberikan kerangka hukum yang kuat 

untuk mengendalikan partai politik, membatasi oposisi, dan memperkuat legitimasi 

melalui berbagai mekanisme formal, seperti kongres partai dan pemilihan umum yang 

dikendalikan. 
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Ketika mengaitkan hasil analisis ini dengan regulasi partai politik di Indonesia, 

beberapa pelajaran penting dapat diambil. Meskipun Indonesia menganut sistem 

politik multi-partai yang lebih terbuka, ada aspek-aspek tertentu dari regulasi partai 

politik yang dapat diperkaya dengan belajar dari bagaimana negara-negara dengan 

sistem satu partai mengelola stabilitas dan legitimasi politik. Sebagai contoh, 

Indonesia dapat mengadopsi mekanisme yang lebih ketat dalam pengawasan internal 

partai politik dan transparansi keuangan, yang terbukti efektif dalam mencegah 

korupsi dan menjaga disiplin internal dalam partai-partai besar di negara-negara satu 

partai. 

Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap adopsi elemen dari sistem satu partai harus 

dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi 

dan pluralisme yang menjadi dasar sistem politik Indonesia. Dengan demikian, studi 

komparatif ini dapat berfungsi sebagai bahan refleksi kritis bagi pembuat kebijakan di 

Indonesia untuk meningkatkan regulasi partai politik, khususnya dalam hal 

memperkuat legitimasi politik melalui transparansi dan partisipasi publik yang lebih 

luas, tanpa mengurangi kebebasan politik yang sudah ada. 

 

C. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Penelitian ini mengungkapkan bagaimana hukum tata negara di negara-negara 

dengan sistem politik satu partai, seperti China, Kuba, dan Singapura, membentuk 

dan mempengaruhi kepemimpinan serta legitimasi pemerintahan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa meskipun ketiga negara memiliki pendekatan berbeda dalam 

pengaturan kekuasaan dan legitimasi—dari kontrol ketat dan dominasi di China 

dan Kuba hingga pendekatan yang lebih inklusif dan transparan di Singapura—

semuanya menunjukkan kecenderungan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan 

membatasi oposisi. Di Singapura, mekanisme legitimasi yang melibatkan 

transparansi dan partisipasi internal menunjukkan perbedaan signifikan 

dibandingkan dengan negara-negara lain yang lebih bergantung pada hasil ekonomi 

dan kontrol politik. Penelitian ini juga menggarisbawahi relevansi regulasi partai 

politik di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dalam memberikan perspektif 

tambahan tentang bagaimana regulasi ini dapat mempengaruhi struktur kekuasaan 

dan legitimasi dalam sistem politik satu partai di negara lain. Temuan ini 

memperkaya pemahaman tentang dinamika kekuasaan dan legitimasi dalam sistem 

politik yang terpusat, serta memberikan wawasan bagi reformasi hukum dan 

kebijakan di berbagai konteks. 

2. Saran 

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar penelitian mendatang lebih 

fokus pada analisis mendalam mengenai mekanisme legitimasi dalam sistem politik 

satu partai, dengan penekanan pada transparansi, partisipasi publik, dan pengaruh 

ekonomi terhadap stabilitas politik. Penelitian komparatif yang melibatkan negara 

dengan sistem satu partai dan sistem multi-partai dapat memberikan perspektif 

lebih luas mengenai peran hukum tata negara dalam membentuk kekuasaan dan 

legitimasi. Selain itu, reformasi kebijakan di negara-negara dengan sistem satu 

partai harus mempertimbangkan peningkatan transparansi dan partisipasi publik 
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untuk memperkuat legitimasi dan stabilitas politik. Di Indonesia, evaluasi lebih 

lanjut tentang bagaimana regulasi partai politik dapat diterapkan untuk 

memperbaiki sistem politik di negara-negara dengan sistem satu partai juga dapat 

memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dan akademisi di bidang 

hukum tata negara. 
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